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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tradisi
perkawinan adat di desa Kadi Pada, ada beberapa tahapan yang harus
dilakukan antara pria dan wanita menurut pernikahan di desa, yaitu:
a. Tahap perkenalan.

Sebagai aturan umum, suku (kabissu) terlibat dalam pernikahan
yang berlangsung. Jika ada dua suku yang masih menjadi kabissu (suku)
karena berasal dari satu nenek moyang, maka perkawinan antar kabissu
(suku) tidak diperbolehkan. Diperlukan proses pengenalan sebelum
memasuki tahapan adat agar kedua belah pihak keluarga memiliki
pemahaman yang jelas tentang identitas atau status dan keturunan Bua
Anggur (perempuan) dan Bua Mane (laki-laki).

b. Tahap Masuk Minta/lkat adat(ketene katonga)

Setelah perkenalan, langkah selanjutnya adalah memasuki adat
biasa (kettena katonga), yang artinya mengikat atau meresmikan hubungan
antara seorang pria dan seorang wanita dan mengikat/melarang karena
merupakan kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai pria. . dan
pacar yang dipersatukan oleh janji yang mengikat.

Dengan dasi tradisional ini laki-laki harus menyiapkan 15 kuda, 5
kerbau, dan 10 parang. Kemudian, pihak perempuan membagi-bagikan 2

ekor babi, 20 selendang dan 20 sarung.
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Jika tahap kedua, yaitu tahap masuk untuk lamaran/ikatan adat,
telah selesai dan pihak laki-laki telah membawa binatang itu bersamanya
atas permintaan pihak perempuan, maka perkawinan itu sah menurut adat.
Setelah proses pernikahan tradisional selesai, pengantin baru dapat
mendaftar di kursus persiapan pernikahan gereja.

. Tahap Pindah (dikki)

Ketika tahap awal bertanya (kettena katonga) selesai, tahap
berikutnya bergerak (dikki), yaitu perempuan pindah ke suku atau
keluarga laki-laki. Para laki-laki membawa 15 ekor kuda, 5 ekor kerbau, 1
ekor babi, dan 12 parang untuk hewan tersebut, sedangkan keluarga
perempuan menghadiahi mereka dengan 2 ekor babi, 20 selendang, dan 20
sarung. Para wanita memberikan barang bawaan berupa peralatan rumah
tangga, tempat tidur, lemari, kursi, meja, sendok, garpu dan barang-barang
lainnya serta menerima babi hidup besar (wawi moripa) dan babi mati
(wawi mate). Fase ini berarti perempuan pindah dari rumah orang tuanya
ke rumah laki-laki atau suku dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki.
Dalam pengertian ini, hubungan antara pengantin secara tradisional sah
sebagai suami dan istri.

. Tahap Pindah dinding Turun Tangga/lkat Pindah (Pala koro burru
nauta/ikat pindah)

Apabila tahapan tenun ikat biasa selesai, tahapan selanjutnya

adalah tahapan memindahkan tembok menaiki tangga/memindahkan tenun
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ikat sehingga dapat dijelaskan atau diterima secara resmi bahwa
perempuan berubah menjadi suku laki-laki.

Keabsahan hukum perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Perkawinan
itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing. Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah
perkawinan yang dirayakan menurut norma hukum Islam, Kristen/Katolik,
Hundu dan Buddha (agama apapun yang diakui oleh pemerintah).

Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadi Pada
masih terikat erat dengan proses adat. Perkawinan dalam pengertian biasa
tidak hanya mempengaruhi kepentingan pasangan, tetapi merupakan
fenomena sosial dalam kaitannya dengan keluarga, sehingga perkawinan
pada akhirnya harus bergantung pada tatanan sosial masing-masing.

Desa Kadi melakukan pernikahan adat sesuai dengan adat atau
budaya Sumba yang berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang.
Perkawinan yang dilakukan menurut adat Sumba sangat mengikat kedua
belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga keduanya harus
tunduk pada budaya perkawinan adat yang berlaku bagi seluruh
masyarakat Sumba, khususnya di desa Kadi Pada dan ini tetap ada.

Akan tetapi, perkawinan itu tidak cukup dirayakan menurut adat
atau budaya Sumba saja, harus juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1),
tetapi perkawinan itu harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) ).

Bagi yang beragama Islam, perkawinan harus didaftarkan ke Kantor
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Urusan Agama (KUA); untuk non-Muslim, pernikahan harus didaftarkan
ke kantor catatan sipil. Protokol tersebut berkaitan dengan legalitas
perkawinan dalam hukum administrasi, yang berfungsi sebagai bukti
dalam hukum privat formal.
B. Saran

1. Karena sistem perkawinan adat masih ada di desa Kadi Pada, maka
diharapkan pemerintah Sumba Barat Daya peduli untuk melestarikan
kearifan lokal tradisi perkawinan adat bagi generasi muda dengan cara
demikian dipertahankan dan tidak akan pernah padam.

2. Kepada para tokoh adat desa Kadi Pada, mereka bersama-sama memeriksa
aturan hukum adat dan menyesuaikannya dengan hukum positif yang
berlaku, agar masyarakat desa Kadi Pada tidak melakukan hal-hal yang

bertentangan dengan adat. hukum dan hukum positifnya.
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